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Sejarah demokrasi di Indonesia sampal kini selalu terkait dengan keber-
adaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. DI tengah keprihatinan atas
dipertegas aturan hukum

- “ “ n ANG | kinerja wakil-wakil rakyat maka perlu selalu
i yang melandasi keberadaan dan kedudukan para anggota lembaga per-
T wakilan rakyat agar semakin mening kat peran dan tanggung jawabnya.
' ] UL No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Per-
wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah ini memuat tentang: Ketentuan Umum; MPR; DPR; DPD:

DPRD Provinsi: DPRD Kabupaten/Kota; Sistam Pendukung: Ketentuan
Lain-Lain: Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; dan Penjelasan.

Materi undang-undang ini penting dan periu dipahami ofeh pihak-pihak
terkait, terutama anggota lembaga perwakilan rakyat, akademisi, praktisi
hukum, maupun komponen masyarakat lain yang tertarik.

* (PR, DPR, DPD, dan DPRD)
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